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ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, guna memberikan arah dan 

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah selama periode lima tahun. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 

25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 

Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 

2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan 

Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017. 

- Peraturan Daerah ini menetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai instrumen perencanaan 

pembangunan yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan, kebijakan umum, serta program Perangkat Daerah. RPJMD 

berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 

tahunnya, serta menjadi instrumen untuk mengevaluasi kemajuan 

penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan keberhasilan 

pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. 

 

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 

Agustus 2025. 

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri 

dari Pendahuluan; Gambaran Umum Daerah; Visi, Misi dan Program Prioritas 

Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah dan Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; serta Penutup. 

 


